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KATA PENGANTAR PENULIS

egala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah

subhanahu wa ta’ala, yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan
baik. Shalawat serta salam juga kami haturkan kepada Nabi
Muhammad %, yang telah memberikan inspirasi dan tuntunan
dalam upaya memahami serta mengatasi permasalahan-
permasalahan sosial yang dihadapi oleh umat manusia.

Buku ini, berjudul "Tindak Pidana Perdagangan Orang:
Meninjau Peraturan dan Penegakan Hukum di Indonesia dan
Malaysia," adalah suatu karya yang dihasilkan dari upaya
mendalam dalam menggali dan menganalisis fenomena tragis
yang merenggut hak asasi manusia, yaitu perdagangan orang.
Fenomena ini, sebagai bentuk kejahatan lintas batas yang
mengabaikan martabat manusia, telah menghancurkan banyak
nyawa dan menghancurkan masa depan yang seharusnya cerah.

Buku ini mencoba untuk memberikan pemahaman yang
mendalam tentang peraturan dan penegakan hukum terkait tindak
pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Dalam era
globalisasi ini, tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam
menangani perdagangan orang semakin kompleks dan
memerlukan pendekatan yang komprehensif serta kolaboratif.

Penulis merasa penting untuk memberikan apresiasi kepada
semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam
proses penulisan buku ini. Ucapan terima kasih khusus kami
sampaikan kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan yang telah
memberikan dukungan moral serta inspirasi dalam perjalanan
penulisan.

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang
bermanfaat bagi pembaca dalam memahami permasalahan
perdagangan orang serta upaya-upaya hukum yang dilakukan
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oleh Indonesia dan Malaysia dalam memerangi kejahatan tersebut.
Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami
harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi
nyata dalam upaya melindungi hak asasi manusia dan mendorong
perubahan positif dalam peraturan serta penegakan hukum di
bidang ini. Dengan semangat optimisme, mari bersama-sama kita
berjuang untuk mengakhiri perdagangan orang dan menjaga
kehormatan serta martabat setiap individu.

Yogyakarta, 13 Agustus 2023

Esti Kanti Pertiwi
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